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WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA FPRABUMULIH

NOMOR 386 TAHUN 2022

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK. DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prasarana
Bangunan Gedung, pekerjaan di Bidang Jalan dan
Jembatan, dan Drainase, sesuai dengan ketentuan Pasal 18
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
maka perlu mengatar Harga Satuan Pokok Kegiatan dan
Analisis Standar Belanja Fisik di Lingkungan Pemerintah
Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis
Standar Belanja Fisik di Lingkungan Pemerintah Kota
Prabumulih Tahun Anggaran 2023,

Mengingat "1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

vw Undang Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambakan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4113),

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2030 tentang Kebijakan Keuaryan Negara dan Stabilitas
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Sistem Keyangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Iisease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lerabaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 204 tentang
Perbendaharaan Newara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2220 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor | Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 fCovid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516),
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuodlik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomer 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485),

5.

0

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lerbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6157),

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomer 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Norr.or 6322),
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10.

11.

12.

13.

14.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 Tahun
1017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Noraor
22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Noraor
24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noroor

6626):

8.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
celah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
53),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547),

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
28/PRT/M/2016 tertang Pedornan Analisis Harga Satuan
Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781),

Peraturan Menteri Dalam Negzri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 888),

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran “021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976),

pe15

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun
2016 Nomor 8S), sebagaimana telah diuibah dengan
Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota



Menetapkan
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Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih
(Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 6),

17. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 10 Tahun 2021

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Prabumulih Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota
Prabumulih Tahun 2021 Nomor J0).

a

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK Di
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH TAHUN
ANGGARAN 2023

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Kota adalah Kota Prabumulih.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
Walikota adalah Walikota Prabumulia.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang
selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Keta Prabumulih.

6. Badan Pengelolaar: Keuangan dan Aset Daerah yang
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuar.gan
dan Aset Daerah Kcta Prabumulih.

7. Perangkat Daerah yang selanutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah Kota Prabumulih selaku pengguna
anggaran / pengguna barang.

8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kota Prabumulih.

9. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya
disingkat RKA-OPD adalah dokurnen perencanaan dan
penganggaran yanp berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan OPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBI).

1G. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat
HSPK adalah harya komponen kegiatan fisik/non fisik
melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis
komponen kegiatari.

Il. Analisis Standar Belarja yang selanjutnya disingkat ASB
adalah biaya standar per unit input yang digunakan
sebagai biaya standar dalam penyusunan dan pelaksanaan
anggaran perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota dalam satu tahun anggaran.

Pr
2.
3.



Pasal 2

Penyusunan ASB dan HSPK Kegiatan dimaksudkan untuk

mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja
daeran yang efektif, transparan, adil, dapat

dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran
ekoncmi melalui standarisasi pengukuran belarja kegiatan
berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama

untuk seluruh PD.

Pasal 2

Penerapan HSPK dan ASB bertujuan untuk :

a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
bh. memininalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas

yang menyebabkan irefisiensi anggaran,
meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan
keuangan daerah, dan

d. menentukan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja
yang jelas.

o

BAB H
JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4
ASB terdiri dari:
a. ASB Non Fisik: dan
b. ASB Fisik.

Pasal 5

(lh ASB Non Fisik sebagaimana dirraksud dalam pasal 4 huruf
a disusun oleh BPKAD.

(2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b
disusun oleh Dinas PUPR.

Pasal 6

(1) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf b
merupakan ketetapan nilai satuan atas kegiatan fisik
berdasarkan analisa tekmis.

(2 ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
nilai satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
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BAB Il!
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR

BELANJA

Pasal 7

(1) HSPK dan ASB kegiatan PD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

(2) PD wajib menerapkan HSPK dan ASB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada saat penyusunan RKA-OPD,
dan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023.

(3) Rencana kegiatan PD yang belurn ada/belum diatur dalam
HSPK dan ASB ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan
riil dan ketentuan besaran total belanja berikut alokasi
rincian obyek belanja kegiatan berdasarkan hasil
pembahasan TAPD Kota.

BABIV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal

TAPD berkewajiban melakukan pengendalian can evaluasi
terhadap penerapan HSPK dalam rangka mengetahui efektif.tas
dan permasalahan dalam penerapan sebagai bahan untuk
penyempurnaan ASB dan HSPK.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa! 9

Penerapan ASB dan HSPK ke dalam penyusunan RKA-OPD
berlaku sampai dengan berlakunya Tahun Anggaran 2023
dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan
Walikota Prabumulih Ncmor 86 Tahun 2021 tentang Harga
Satuan Pokok Kegiatan dan Arnalisis Standar Belanja di
Lingsungan Pemerintah Kota Praburnulih Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Kota Prabumu'ih Tahun 2021 Nomor 86). di cabut
dan dinyatakan tidak berlaku
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Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.a

Ditetapkan di Prabumulih
2022bada t AA

FIK yr
A

| YA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal, os KU 2022 N

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,

EL

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022 NOMOR 36


